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ABSTRAK

ELASTISITAS DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
KOTA PALEMBANG

Oleh:

Siti Nurhayati

Pajak Hiburan merupakan salah satu pajak daerah Kota Palembang yang memiliki 
andil yang cukup besar sebagai sumber penerimaan daerah atau Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya elastisitas 
pajak hiburan Kota Palembang dan menganalisis besarnya tingkat efektivitas 
pajak hiburan di Kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
selama kurun waktu tiga belas tahun (Tahun 1997 sampai 2010) pajak hiburan 
Kota Palembang bersifat inelastis atau perubahan satu persen Pendapatan Asli 
Daerah mengakibatkan penurunan realisasi pajak hiburan Kota Palembang. Hal 
ini berarti bahwa perubahan penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang belum 
memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah Kota Palembang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat 
efektivitas pajak hiburan Kota Palembang adalah efektif yang berarti bahwa pajak 
hiburan Kota Palembang mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
Kota Palembang khususnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Kata kunci : Pajak Hiburan, Potensi Penerimaan Pajak Hiburan, Elastisitas 
Pajak Hiburan, Efektivitas Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli 
Daerah
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ABSTRACT

THE ELASTICITY AND THE EFFECTIVENESS OF ENTERTAINMENT 
TAX REVENUE OF PALEMBANG

by:
Siti Nurhayati

Drs. Bambang Bemby Soebyakto, MA, Ph.D; Anna Yulianita, SE, MLSi.

This study aims to analyze the magnitude of the elasticity and the effectiveness of 
the entertainment tax in the city of Palembang. Entertainment tax is a local tax 
city of Palembang that has a great contribution as a source of local revenue or 
local revenue (PAD). The results of this study show that during the period of 
thirteen years (1997 to 2010) Palembang entertainment tax is inelastic or one 
percent change in local revenue realization lead to lower entertainment tax 
Palembang. This means that changes in Palembang Entertainment Tax have not 
given a great contribution to the increase in Revenue of Palembang. This study 
also shows that the effectiveness of the entertainment tax Palembang city was 
effective. Meaning the entertainment tax of Palembang achieved the targets set by 
the govemment, the city of Palembang, especially Palembang Regional Revenue 
Office.

Keywords: Entertainment Tax, Entertainment Tax Revenue Potential, 
Elasticity of Entertainment Tax Effectiveness and Revenue
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terus-menerus 

melakukan pembangunan nasional untuk mencapai tujuannya yaitu peningkatan 

taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Agar terwujudnya 

pembangunan nasional tersebut maka digunakan suatu dana yang berasal dari 

penerimaan pemerintah yaitu berasal dari pungutan pajak.

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam 

pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang

yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan

pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya

untuk kepentingan bersama. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia

dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor

pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas

negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan

1



prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya

agar adil dan makmur (Wachdin, 2010: 2).

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan 

menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah (Yani, 2008: 53). Pungutan pajak daerah diatur dengan

peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah 

daerah. Penerimaan pajak daerah ini diharapkan dapat menyokong pembangunan 

daerah dan dapat memenuhi pembiayaan kebutuhan dan urusan sendiri.

Kota Palembang adalah salah satu kota metropolitan yang semakin maju 

seiring dengan perkembangan zaman. Sejalan dengan hal itu, aktivitas dan 

kegiatan masyarakat pun mengalami peningkatan. Hal itu juga merupakan salah 

satu faktor penting yang mendorong terjadinya peningkatan penerimaan pajak di 

Kota Palembang salah satunya penerimaan pajak hiburan. Pajak Hiburan adalah 

pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukkan, 

permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dan nama dan bentuk 

apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, 

tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga (Yani, 2008: 55).
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Kota Palembang sebagai daerah yang kaya akan keanekaragaman 

penduduk dengan beragam aktivitas dan kesibukan-kesibukan yang berbeda. 

Sehingga tidak mengherankan jika terjadinya peningkatan tempat-tempat hiburan 

karena banyaknya warga masyarakat yang membutuhkan. Dari jenis dan tempat 

hiburan itu dapat dipungut pajak hiburan. Di bawah ini adalah data wajib

pajak/objek pajak daerah tahun 2007-2010 :

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak/Objek Pajak Daerah (Perusahaan) 
Kota Palembang Tahun 2007 - 2010

Jumlah Wajib Pajak/Objek PajakNo. Jenis Pajak
2010200920082007

146159104 1271. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Bahan Galian Golongan C

7. Pajak Parkir

658 732 718 751
138106 123105

325 315 410303
271.024 271.022 295.890 296.140

788 338 46 42
106 128 153 135

Jumlah 272.613 272.140 297.404 297.762
Sumber: http://dispenda.palembang.go.id diakses pada 8 Maret 2012

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, wajib pajak/objek pajak daerah 

meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2007 objek pada pajak hotel sebanyak 104 

hotel, terjadi peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2008 sebesar 127 hotel, 

peningkatan juga masih ditunjukkan pada tahun 2009 dengan objek pajak hotel

3
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I

sebanyak 159 hotel, peningkatan ini terjadi karena banyaknya hotel-hotel baru 

yang dibangun baik hotel besar maupun hotel kelas melati, namun pada tahun 

2010 objek pajak hotel tercatat mengalami penurunan yaitu 146 hotel. 

Peningkatan juga terjadi pada objek pajak restoran pada tahun 2007 ada 658 objek 

pajak restoran. Begitu pula terjadi peningkatan pada tahun 2008 dengan 

bertambahnya 74 objek pajak restoran. Jadi pada tahun 2008 objek pajak restoran 

sebesar 732 restoran. Berbeda dengan objek pajak hotel, penurunan terjadi pada 

tahun 2009 pada objek pajak restoran, sehingga pada tahun 2009 objek pajak 

restoran tercatat ada 718 objek pajak restoran. Namun kembali mengalami 

peningkatan pada tahun 2010 tercatat 751 objek pajak restoran.

Pada objek pajak hiburan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Ditunjukkan pada tahun 2007 tercatat 105 objek pajak hiburan, tahun 2008 objek

pajak hiburan sebesar 106, peningkatan objek pajak hiburan tahun 2009 yang

ditunjukkan dengan bertambahnya 17 objek pajak hiburan. Jadi pada tahun 2009

ada 123 objek pajak hiburan. Peningkatan terus terjadi di tahun 2010 objek pajak

hiburan sebesar 138 objek pajak hiburan. Dengan peningkatan yang terus terjadi 

pada objek pajak hiburan Kota Palembang, ini berarti masyarakat Kota 

Palembang banyak yang membuka tempat-tempat hiburan baru, seperti permainan 

rental Play Station (PS), game Online, SPA, tempat hiburan lain seperti tempat 

pemancingan, water fun, dan water park.
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Objek pajak reklame tahun 2007 ada 303 objek pajak reklame, tahun 

2008 tercatat 325 objek pajak reklame. Namun penurunan teijadi tahun 2009 yaitu 

sebanyak 10 objek pajak reklame. Ini disebabkan karena faktor beberapa titik 

reklame tidak diperbolehkan lagi untuk dipasang reklame. Jadi pada tahun 2009 

ada 315 objek pajak reklame. Peningkatan kembali terjadi tahun 2010, tercatat ada 

410 objek pajak reklame. Begitu pula pada objek pajak penerangan jalan pada 

tahun 2007 ada 271.024, tahun 2008 tercatat 271.022 objek pajak penerangan, 

tahun 2009 ada 295.890 objek pajak penerangan dan peningkatan tetap teijadi 

pada tahun 2010 dengan 296.140 objek pajak penerangan jalan. Pada tahun 2007, 

objek pajak bahan galian golongan C sebanyak 788, tahun 2008 sebanyak 338 

objek pajak bahan galian golongan C, dan pada tahun 2009 dan 2010 teijadi

penurunan yang sangat drastis pada objek pajak tersebut, ini dikarenakan objek

pajak bahan galian golongan C Kota Palembang tergantung pada proyek

pembangunan daerah, terjadinya penurunan pada proyek tambang ini merupakan

faktor penurunan objek pajak bahan galian golongan C pada tahun 2009 dan 2010.

Pada objek pajak parkir tahun 2007 sebanyak 106 objek, teijadi kenaikan 

pada tahun 2008 ada 128 objek pajak parkir, 153 objek pajak parkir pada tahun 

2009 dan tahun 2010 ada 135 objek pajak parkir. Secara total objek pajak daerah 

Kota Palembang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat 272.613 

objek pajak daerah, tahun 2008 sebesar 272.410 objek pajak daerah, tahun 2009 

ada 297.404 objek pajak daerah dan peningkatan juga teijadi pada tahun 2010 

sebesar 297.762 objek pajak daerah.
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Kota Palembang adalah salah satu kota di Indonesia yang mengalami 

kemajuan yang cukup pesat. Seiring dengan perkembangan itu, Palembang 

melakukan pembangunan kota secara besar-besaran terhadap fasilitas publik 

seperti perbaikan dan pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur kota, 

termasuk peningkatan tempat-tempat hiburan untuk meningkatkan para wisatawan 

berkunjung ke Palembang, hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap 

Pendapatan Asli Daerah. Berkembangnya tempat-tempat hiburan baik itu yang 

dikelola oleh pihak swasta, hotel, maupun secara pribadi menyebabkan terjadinya 

peningkatan terhadap penerimaan pajak hiburan sesuai dengan jenis dan 

pelayanan yang disediakan oleh tempat hiburan tersebut.

Kota Palembang memiliki berbagai jenis tempat hiburan, diantaranya

adalah bioskop, tempat karaoke, permainan bom-bom car, bilyard, pusat

kebugaran, diskotik dan disko, panti pijat dan tempat hiburan lainnya. Seiring

dengan meningkatnya wajib pajak/objek pajak maka terjadi peningkatan pula

terhadap penerimaan pajak hiburan. Berikut ini adalah trend jenis-jenis pajak

hiburan yang ada di Kota Palembang 2007-2010 :
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Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2007-2010

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Hiburan Menurut Jenisnya

Tahun 2007-2010 (Rupiah)

Gambar 1.1 mempunyai trend yang menggambarkan bahwa terjadinya 

peningkatan penerimaan pajak hiburan pada masing-masing tempat hiburan. 

Penerimaan pajak tempat hiburan bioskop mengalami perkembangan yang 

fluktuatif. Tahun 2007 penerimaan pajak bioskop sebesar Rp. 167.720.000, 

penurunan terjadi tahun 2008, sehingga penerimaan pajak bioskop sebesar Rp. 

164.144.250. Banyaknya film yang berkualitas menyebabkan penonton meningkat
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sehingga pada tahun 2009 penerimaan pajak hiburan bioskop meningkat sebesar 

Rp. 317.991.000. Namun tahun 2010 kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 

294.771.000. Hal ini terjadi karena adanya salah satu bioskop Palembang yang 

ditutup karena berkurangnya pengunjung bioskop tersebut.

Peningkatan selalu teijadi setiap tahun pada tempat karaoke. Penerimaan 

pajak tempat karaoke tahun 2007 sebesar Rp. 29.886.985, tahun 2008 mengalami 

kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 46.032.160 terus mengalami 

peningkatan tahun 2009 sebesar Rp. 74.137.725 dan tahun 2010 penerimaan pajak 

tempat karaoke sebesar Rp. 92.286.045. Peningkatan ini disebabkan selalu 

bertambahnya peminat/pengunjung tempat karaoke sehingga banyaknya dibangun 

tempat-tempat karaoke baru. Sama halnya seperti tempat karaoke, Permainan 

Bom-Bom Car dan TV Game juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 

tahun 2007 penerimaan pajak hiburan pada permainan bom-bom Car dan TV

game sebesar Rp. 20.299.350. Tahun 2008 sebesar Rp. 21.346.300, tahun 2009

sebesar Rp. 22.874.000 dan tahun 2010 sebesar Rp. 25.399.450. Banyaknya

peminat permainan bom-bom car dan TV game ini yang menyebabkan terjadinya

peningkatan pada penerimaan tempat hiburan ini.

Peningkatan penerimaan yang setiap tahunnya juga teijadi pada tempat 

kebugaran dan panti pijat. Tahun 2007 penerimaan pajak pada pusat kebugaran 

sebesar Rp. 2.755.000, tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 2.954.000, tahun 2009 

sebesar Rp. 5.402.000 dan tahun 2010 sebesar Rp. 6.095.000. Begitu pula dengan
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pajak panti pijat tahun 2007 adalah Rp. 19.715.000, tahun 2008 

pajak panti pijat sebesar Rp. 20.545.000, tahun 2009 sebesar Rp. 

21.125.000 dan tahun 2010 penerimaan pajak sebesar Rp. 66.867.713. 

Peningkatan penerimaan pajak baik pada pusat kebugaran maupun pada panti pijat 

dikarenakan bertambahnya peminat tempat tersebut, sehingga dengan 

bertambahnya peminat menyebabkan bertambah pula tempat-tempat baru yang 

dibuka untuk pusat kebugaran dan panti pijat.

penerimaan

penerimaan

Penerimaan pajak pada tempat hiburan diskotik dan disko bar, dan 

tempat hiburan lainnya seperti tempat pemancingan, salon dan spa 

perkembangannya fluktuatif. Pada tahun 2007 penerimaan pajak pada diskotik 

dan disko bar sebesar Rp. 8.100.000, tahun 2008 mengalami penurunan yaitu

sebesar Rp. 7.749.000, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2009

sebesar Rp. 11.300.000 dan tahun 2010 penerimaan pajak diskotik dan disko bar

mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 9.750.895. Begitu pula pada

penerimaan pajak hiburan tempat hiburan lainnya. Tahun 2007 penerimaan pajak

sebesar Rp. 8.811.921, tahun 2008 sebesar Rp. 10.785.376, tahun 2009 yaitu Rp.

18.868.080 dan tahun 2010 sebesar Rp. 16.914.700. Penerimaan pajak hiburan

pada tempat biliar cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2007 penerimaan

pajak biliar adalah Rp. 16.541.599, tahun 2008 mengalami kenaikan yaitu sebesar 

Rp. 19.030.550, tahun 2009 mulai mengalami penurunan sebesar Rp. 17.116.240 

dan tahun 2010 sebesar Rp. 16.226.800. Penurunan ini dapat disebabkan tempat
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hiburan biliar tersebut kehilangan peminat/pengunjung sehingga penerimaan

tempat hiburan tersebut ikut mengalami penurunan.

Dari hasil pengamatan di lapangan, tempat-tempat hiburan Kota 

Palembang terus-menerus mengalami peningkatan namun sumbangan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah cukup kecil. Padahal pajak hiburan memiliki potensi 

yang sangat besar seiring dengan perkembangan Kota Palembang. Di bawah ini 

grafik perkembangan realisasi dan target penerimaan pajak hiburan tahun 2007-

2010:

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2007-2010

Gambar 1.2 Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hiburan 
Kota Palembang Tahun 2007-2010
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Berdasarkan Gambar 1.3 di atas, proporsi realisasi terhadap target 

terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 133,52 persen. Kemudian pada 

tahun 2008 sebesar 131,57 persen, tahun 2010 sebesar 131,11 persen dan tahun 

2007 sebesar 109,37 persen. Terlihat bahwa proporsi realisasi terhadap target 

memiliki angka rata-rata yang lebih besar dari 100% yang berarti bahwa realisasi 

terjadi lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah. Untuk 

tahun-tahun selanjutnya besarnya target terhadap realisasi selalu lebih kecil 

sehingga proporsi yang terjadi selalu di atas 100%. Ini bisa terjadi karena 

penentuan target yang hanya selalu berdasar pada penerimaan tahun-tahun 

sebelumnya sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai 

dengan realisasi penerimaan pajak hiburan yang lebih besar. Selain itu, penentuan 

target yang hanya didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya ini membuat adanya 

selisih antara target dengan realisasi yang cukup besar. Adanya selisih ini 

mengindikasikan bahwa potensi pajak hiburan sangat besar, yang belum digali

yang

optimal dalam pelaksanaannya (Rahayu, 2011).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tentang pajak

hiburan yang membahas tentang besarnya elastisitas dan efektivitas pajak hiburan

Kota Palembang, salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan

andil yang besar peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga mewujudkan

pembangunan daerah yang adil dan merata. Maka penulis mengambil judul

penelitian “Elastisitas dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota

Palembang”.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang 

akan dibahas adalah :

1. Berapa besar elastisitas penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang?

2. Bagaimana tingkat efektivitas pajak hiburan yang ada di Kota 

Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis besarnya elastisitas pajak hiburan Kota Palembang.

2. Menganalisis besarnya tingkat efektivitas pajak hiburan di Kota

Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung yang teori-teori yang digunakan,

seperti teori Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Elastisitas dan Efektivitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dapat dipakai sebagai 

kajian bagi Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan Pajak 

Hiburan.
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1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I 

Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil

Penelitian dan Pembahasan serta Bab V Kesimpulan dan Saran.

BABI : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PENELITIAN

Menguraikan landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka

pemikiran, dan mencoba menarik suatu hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menguraikan ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber

data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan analisis deskriptif dan objek penelitian, analisis data, 

pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian dan saran-

saran.
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